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BAB IV 

PERJUANGAN TEUKU NYAK ARIF PASCA KEMERDEKAAN 

A. Perjuangan Teuku Nyak Arif Pasca kemerdekaan 

1. Pendiri Fraksi Nasional 

Sejarah beridirinya Volksraad dimulai sejak pecahnya Perang 

Dunia I (1914-1918) yang membawa pengaruh besar pada situasi 

Kolonial di Indonesia, yaitu timbulnya maslah tentang masa depan 

hubungan Kolonial dengan daerah jajahannya.1 Aksi politik radikal yang 

dilancarkan oleh Indische Partij yang dipimpin oleh Douwes Dekker, 

Suwardi Suryadiningrat dan Cipto Mangunkusumo yang terang-terangan 

menghendaki agar Pemerintah Kolonial segera diakhiri dan mencapnya 

sebagai Despotisme, telah ditindak oleh Pemerintahan Belanda. Para 

pemimpinnya dibuag dan organisasi-organisasi dibubarkan. Sebaliknya 

organisasi yang moderat seperti Budi Utomo diterima dan diakui oleh 

Pemerintahan Belanda serta mendapatkan bantuan dan dukungan dari 

pihak Belanda. Perutusan ini berhasil mengadakan pendekatan dengan 

Pemimpin Belanda. Menteri Jajahan Belanda kemudian membicarakan 

dalam Dewan Perwakilan Rakyat Belanda tentang pembentukan 

Volksraad (Dewan Rakyat) untuk Hindia Belanda. Pada bulan Desember 

1916 dibentuklah Undang-undang Pembentukan Volksraad dan Undang-

undang itu dijalankan pada bulan Agustus 1917.2 Pada bulan Mei 1918 

1 Nur El Brahimy Teungku Muhammad Daud Beureueh  (Jakarta: PT. Gunug Agung, 1986), 88. 
2 A. Hasjmy Semangat Merdeka  (Jakarta: Bulan bintang, 1985), 15. 
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sidang Volksraad dibuka oleh Gubernur Jendral J.P. Graafvan Limburg 

Strium. Walaupun dalam anggota Volksraad, bangsa Indonesia sangat 

sedikit, namun Volksraad merupakan salah satu wadah bagi perjuangan 

rakyat Indonesia. Sebagian daerah Indonesia diwakili dala Volksraad 

termasuk daeah Aceh. Dari tahun 1918 hingga 1920 Pemerintahan 

Hindia Belanda engangkat Teuku Mohamad Tayeb dari Peureulak 

sebagai anggota Volksraad. Kemudian pada tanggal 16 Mei 1927 Teuku 

Nyak Arif diangkat menjadi anggota Volksraad disamping itu Teuku 

Nyak Arif juga tetap memegang jabatan Residen Aceh selaku Panglima 

Sagi 26 Mukim.3 

Teuku Nyak Arif diangkat menjadi anggota Volksraad oleh 

Gubernur Hens, yang pada waktu itu memerintah didaerah Aceh. Teuku 

Nyak Arif memang mengenal kehidupan rakyat Aceh, dan sebagai 

seorang pemimpin yang mempunyai sifat percaya, jujur, berani dan 

bertanggung jawab. Sebagai Panglima Sagi dan anggota Volksraad yang 

diangkat oleh Pemerintah, maka Teuku Nyak Arif mempergunakan 

pengangkatan itu sebagai jebatan memperjuangkan kepentingan 

Indonesia. Pada tangal 14 Juli 1927 Teuku Nyak Arif pertama mulai 

mengucapkan pidatonya di Volksraad. Dalam pidato yang pertama itu 

3 A. Jakobi Aceh Daerah Modal Long March ke Medan Area (Jakarta: Yayasan Seulawah, 1992), 
8. 
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Teuku Nyak Arif merupakan seorang Nasionalis dan seorang Patriot 

yang mencintai Bangsa dan Tanah Airnya.4 

Teuku Nyak Arif mulai mengayunkan Rencong Parlementernya 

melalui pidato pertama dan langsung menerjang bidang-bidang yang 

sangat luas jangkauannya, tidak hanya bidang politik, tetapi juga bidang 

ekonomi serta sosial budaya diantaranya, pengangkatan dan pelantikan 

Swapraja atau Uleebalang, Penggajian jaminan sosial pegawai-peagawai 

Indonesia, tentang pendidikan dan pengajaran, serta bank-bank rakyat, 

serta tentang Agama. Dalam sidang-sidang Volksraad pada bulan 

November 1927 Teuku Nyak Arif selalu meneritik Pemerintahan Hindia 

Belanda, seperti memberikan peringatan kepada polisi. Aktivitas Teuku 

Nyak Arif di Volksraad telah menimbulkan rasa tidak senang dikalangan 

Pemerintahan, dalam persidangan Volksraad pada bulan Juni 1928, 

Teuku Nyak Arif dalam tiap kesempatan selalu memperjuangkan 

kepentingan rakyat Indonesia dan mengeritik Pemerintahan Hindia 

Belanda.5 Pada tanggal 18 Juni 1928 beliau membawakan pidatonya 

sebagai berikut: 

Tuan Nyak Arif. “Tuan Ketua” Jikalau kita membicarakan 

politik didalam negeri ini, maka kata “Indonesia” tidaklah 

dapat tidak harus disebut. Beberapa orang pembicara sendiri, 

sebaliknya yang lain lagi segan mempergunakannya. Akan 

tetapi saya termasuk diantara mereka yang bangga 

menyebutkan kata Indonesia. Karena sesungguhnya 

4 Dada Meuraxa Peristiwa Berdarah di Aceh (Medan: Pustaka Sadar, 1957), 28. 
5 Safwan Mardanas Pahlawan Nasional Teuku Nyak Arif  (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), 64. 
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pembentukan suatu bangsa Indonesia ada didala waktu yang 

amat dekat ini bukan lagi suatu cita-cita yang hampa, akan 

tetapi suatu kemungkinan. Dasar-dasarnya sudah ada. Dalam 

hubungan ini dapat ditunjukkan yang mengenai hokum, bahasa, 

kesenian dan tanah. Hal itu sesungguhnya memang mungkin 

dan pembinaan dasar-dasar yang telah ada diharapkan terus, 

itu dalam batas-batas hokum yang ada kearah suatu persatuan 

dan kesatuan nasional. Itulah salah satu syarat yang mutlak 

mencapai Kemerdekaan Kenegaraan. Saya tidak menyatukan 

diri dengan pernyataan, bahwa bimbingan Nederland sangat 

dibutuhkan dalam masa yang tidak terbatas, setidak-tidaknya 

jikalau kata-kata dalam waktu yang tidak terbatas itu dianggap 

sebagai abadi tau untuk selama-lamanya. 

Teuku Nyak Arif juga dengan terus terang telah menegaskan 

bahwa beliau adalah seorang Nasionalis bukan seorang Komunis. Kamis 

pada tanggak 18 Juli 1929, Begrooting van Nederlandsch Indie Voor 

1930 didalam Volksaard antara lain telah mengingatkan bahwa: 

“die extreme nationalisten die houdt men wel in het oog houden, 

want die zijn inderdaad lasting. Maar zoodra zij iets 

ondernemen of schijnen te willen ondernemen is alles wat 

overheidsgezagsorgaan is in touw om hen onschadelijk te 

maken. Maar die komen kalm zonder ophef, anzij betoongen 

rusting, heel dikwijls alleen maar in vragenden vorm, zoodaning 

dat hun woorden te denken geven en men redelijkerswijs aan 

hun verlangen tegemoet gaat komen. En dezulken kan men toch 

zonder zich zelf te blameeren niet van zich stouten”. 

“Orang-orangnasionalis yang ekstrem dapat kita awasi dan 

memang harus kita awasi, karena mereka sungguh-sungguh 
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sangat merepotkan. Akan tetapi begitu mereka mulai melakukan 

sesuatu atau diduga hendak melakukan sesuatu, maka seuruh 

aat pemerintah dapat disiapkan dan dikerahkan untuk 

menumpas mereka. Namun orang-orang Nasionalis yang 

evolusioner, mereka itulah yang sangat berbahaya, karena 

tapak tenang, tanpa peragaan dan mereka memperlihatkan diri 

tenang dan senang, kerap sekali hanya dalam bentuk bertanya, 

sehingga kata-kata mereka tidak memberi kesan apa-apa dan 

kita pun dengan sewajarnya menyambut keinginan-keinginan 

mereka itu” 

Teuku Nyak Arif memang sangat berbahaya, dan memang lebih 

berbahaya daripada kaum nasionalis yang ekstrem, bagi kaum penjajah 

Belanda beliau seorang Nasionalis yang gigih dan gagah berani.6 

2. Pergerakan Politik dan Sosial 

Pergerakan politik di daerah Aceh umumnya tidak begitu maju 

seperti halnya didaerah lain di Indonesia khususnya di Jawa. Apalagi 

sesudah tahun 1924 pergerakan di Aceh menjadi mundur, karena 

dihalangi oleh pemerintah Hindia Belanda. Banyak pemimpin SI yang 

dibuang oleh Pemerintah Hindia Belanda. Serikat Islam (SI) mulai masuk 

dan berdiri di Aceh pada tahun 1916.  

Pada waktu mulai berdirinya tahun 1916, Sarekat Islam telah dapat 

berkembang didaerah Aceh Besar, Barat dan Aceh Utara. Dapat 

berkembangnya Sarekat Islam di Aceh adalah karena peimpinnya yang 

6 Ibid.,73. 
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tegas dan tulen. Melihat pesatnya perkembangan SI seperti di Jawa, maka 

pemerintahan Hindia Belanda mulai khawatir, merek takut semangat 

Aceh dapat terbakar kembali. Pada akhir tahun 1916 berdirilah Sarekat 

Aceh yang erupakan organisasi local yang anggotanya hanya terdiri dari 

orang-orang Aceh. Pemerintah Hindia Belanda berusaha mengadu domba 

Sarekat Islam dengan Sarekat Aceh, agar Sarekat Aceh dapat 

mengimbangi Sarekat Islam.7 

Usaha Pemerintah Hindia Belanda untuk memecah belah rakyat 

Aceh, tidak seluruh berhasil. Aceh telah mulai terbuka untuk kemajuan 

dengan datangnya pengaruh-pengaruh dari luar mendorong rakyat Aceh 

kearah kemajuan. Sebagian besar para Ulama, perguruan Islam satu 

persatu mulai berdiri. 

Sejak pertengahan 1927 Muhammadiyah telah beridiri di kutaraja, 

Sigli, Lhok Seumawe dan Takengon.  Selama menjadi anggota Volksraad 

Teuku Nyak Arif membantu perkembangan Muhammadiyah di Aceh. 

Partisipasi Muhammadiyah terhadap perkembangan Islam di Aceh sangat 

besar  berkat bantuan Teuku Nyak Arif. Di samping membantu 

perguruan Nasional Muhammadiyah Teuku Nyak Arif juga ikut juga 

menjadi  anggota Jong Sumateranen Bond. Organisasi ini didirikan pada 

tanggal 9 Desember 1917 di Jakarta. 

Teuku Nyak Arif sebagai anggota Volksaad lebih banyak berada 

didaerah Aceh daripada di Jakarta, selama berada di Jakarta hanya untuk 

7 Amran Zamzami Jihad Akbar di Medan Area  (Jakarta: Bulan Bintang 1990), 66. 
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menghadiri sidang Volksraad. Tetapi walaupun demikian waktu yang 

singkat itu juga dipergunakan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan politk 

Pergerakan Nasional Indonesia.8 

 

B. Proklamasi Kemerdekaan di Aceh 

1. Sambutan masyarakat Aceh tentang Kemerdekaan 

Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang telah menyerah tanpa syarat 

kepada Sekutu. Soekarno dan Hatta, sebagai pemimpin Indonesia yang 

terkemuka segera mengadakan pertemuan dengan pemimpin Indonesia 

lainnya. Sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan dipersiapkan dengan 

matang, maka pada tanggal 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur No. 

56 pukul 10.00 WIB diproklamasikan kemerdekaan Indonesia keseluruh 

pelosok tanah air dan penjuru Dunia. Kemerdekaan yang telah 

diproklamasikan itu harus dipertahankan. Aparat pemerintahan harus 

dilengkapi dan disempurnakan untuk dapat mengemban tugas dengan 

baik. Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta ditunjuk sebagai Presiden dan 

Wakil Presiden, kemudian segera membentuk kabinet Presidentiil. 

Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) juga dibentuk dan berfungsi 

sebagai DPR.  

Komite Van Aksi segera membentuk badan-badan perjuangan seperti 

Angkatan Pemuda Indonesia (API), Barisan Buruh Indonesia (BBI) dan 

Barisan Rakyat Indonesia. Disamping Pemerintah Republik Indonesia 

8 Talsya Batu Karang di Tengah Lautan  (Banda Aceh: Penerbit Lembaga Sejarah Aceh, 1990), 
94. 
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juga membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang  anggotanya 

terdiri dari bekas PETA dan HEIHO. BKR bersama-sama dengan badan 

perjuangan lainnya telah bertekad untuk mempertahankan kemerdekaan 

yang telah diproklamasikan. Berita Proklamasi itu tidak segera sampai ke 

daerah-daerah, karena susahnya komunikasi, dan penyebarannya itu juga 

dihalangi oleh pihak Jepang. Daerah yang jauh dari pusat (Jakarta) 

terlambat pula menerima berita Proklamasi. Begitu juga didaerah Aceh 

yang jauh dari Jakarta, berita Proklamasi itu sangat lambat diterima. 

Kaum Ulama memegang kekuasaan politik formal dan nonformal di 

Aceh jauh sebelum kemerdekaan. Melalui pendirian Organisasi Ulama 

PUSA, kalangan Ulama mendapatkan pengaruh dan lingkungan 

legitimasi politik di seluruh Aceh.9 Hal ini tidak lain karena rakyat 

mengharapkan dengan kedatangan Jepang berarti kemerdekaam yang 

telah demikian lama dinantikan segera terwujud, sesuai dengan janji yang 

telah mempengaruhi rakyat itu, terutama disampaikan melalui barisan 

Fujiwara Kikan. Rapat pemuda yang diadakan tepat pada hari 

penyerahan Jepang telah memberikan arti penting bagi para pemuda, 

terutama yang berada di Kutardja dan Aceh Besar, serta mendengarkan 

pengarahan-pengarahan yang diberikan oleh para pemimpin yaitu Teuku 

Nyak Arif dan Tengku Muhammad Daud Beureueh.10 

Sejalan dengan politik yang berlaku, yakni politik ingin mendekati 

rakyat dari berbagai golongan, baik para bangsawan, Ulama maupun 

9 Tgk. Ismail Jacoeb Soesoenan Indonesia Merdeka  (Koetaradja: Semangat Merdeka, 1945), 3. 
10 Ali Basyah Talsya Sepuluh Tahun Daerah Istimewa Atjeh (Banda Atjeh: Pustaka Putroe 
Tjanden, 1969), 71. 
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lain-lain, maka pada bulan Juli 1945 para pembesar Jepang menghubungi 

tokoh-tokoh pemuda yang ada di Kutaraja. Pada waktu itu pihak Jepang 

kembali menegaskan, bahwa Dai Nippon pasti akan memberikan 

kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Oleh karena itu mereka meminta 

untuk mengkoordinir pemuda-pemuda sehingga lahir suatu angkatan 

pemuda di Aceh (Ikatan Pemuda di Aceh).  

Di Kutaraja berita tentang Proklamasi Kemerdekaan baru diketahui 

pada tanggal 21 Agustus 1945, yaitu melalui para pemuda yang bekerja 

pada kantor pemerintahan Jepang, Domei. Mereka secara rahasia berhasil 

mendengarkan radio yang ditempatkan di Hodoka (Kantor Berita 

Penenrangan Jepang.11 Sejak adanya berita kemerdekaan Indonesiapun 

tersebar kesetiap kepelosok tanggal 25 Agustus 1945 dapat diperoleh 

telegram dari Adinegoro dari Bukittinggi yang dialamatkan kepada 

Teuku Nyak Arif Kutaraja, yang menyatakan Indonesia telah merdeka 

dan minta dibentuk segera Komite Nasional.12 

Pada tanggal 22 Agustus 1945, di rumah Teuku Abdulla Jeunib 

berkumpul beberapa tokoh diantaranya, Teuku Nyak Arif, Teuku Ahmad 

Jeunib, Teuku Nyak Hanafiah, Teuku Abdul Hamid, dan Pak Ahmad 

Kepala Kantor Pos Kutaraja. Mereka mengadakan rapat tentang seputar 

kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta 

pada tanggal 17 Agustus 1945.13 

11 Ibrahim Alvian Revolusi Kemerdekaan..., 33. 
12 Abubakar, Berjuang Untuk..., 29. 
13 Ti Aisyah Subhani Al Chaidar Darul Islam di Aceh : Analisis Sosial Politik Pemberontakan 
Regional di Indonesia, 1953-1964  ( Lhokseumawe : Unimal Press NAD, 2008), 67. 
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Teuku Nyak Arif mengadakan pertemuan besar didepan kantor kas 

negara. Dalam pertemuan itu beliau mengucapkan pidato yang membara, 

Kalau para pemimpin tidak berani bergerak dan bertindak, maka kaum 

pemuda akan mengambil tindakan lebih dahulu. Setelah mendengar 

pidato Teuku Nyak Arif, maka seluruh rakyat bertekad untuk berjuang. 

Sebaliknya orang-orang Jepang yang pada waktu itu masih berada di 

Kutaraja (Banda  Aceh) telah mulai mencium kegiatan Teuku Nyak Arif 

beserta pemimpin Aceh lainnya. 

 Teuku Nyak Arif memanggil tokoh penting sesudah menerima berita 

itu. Di hadapan pemimpin-pemimpin Aceh beliau menyatakan sumpah 

setia kepada Negara Republik Indonesia pada tanggal 28 Agustus, Teuku 

Nyak Arif dipilih dan diangkat menjadi ketua Komite Nasional Indonesia 

(KNI) daerah Aceh, dengan Tuanku Mahmud sebagai wakilnya. Untuk 

memikul semua beban yang beliau emban Teuku Nyak Arif telah 

menjual harta benda pribadinya, termasuk segala perhiasan emas milik 

isterinya, begitu juga Tuanku Mahmud. Selanjutnya Teuku Nyak Arif 

memerintahkan kepada Polisi Moh. Hasyim untuk menurunkan bendera 

Jepang dikantor pemerintahan lainnya diwilayah Kutaraja dan 

menggantinya dengan bendera kebangsaan Indonesia Mereah Putih.14 

Penaikan bendera Merah Putih yang dipimpin oleh Moh. Hasyim itu 

dilaksankan pada tanggal 15 Agustus 1945 dikantor Kepolisian Aceh di 

Kutaraja (Banda Aceh). Upacara itu berlangsung tepat pukul 10.00 

14 H.M. Zainuddin Srikandi Aceh  (Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1996), 3. 
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dipimpin Kaibuho Malik dengan diikuti oleh beberapa pegawai polisi 

bangsa Indonesia yang keluar dari Kantor Kepolisian, seperti Moh. 

Hasyim, Saoni, Nyak Umar dan Teuku Abdullah Sani. Dengan terburu-

buru Malik menurunkan bendera Hinomaru dari puncak tiang. Beberapa 

orang polisi dan orang Jepang sempat melihat peristiwa bersejarah ini. 

Mereka bermaskud untuk bertindak, akan tetapi setelah melihat kejadian 

itu dengan jelas, maka orang-orang Jepang itu membatalkan niatnya. 

Pada tanggal 24 Agustus penaikan bendera dilaksankan di halaman 

kantor Teuku Nyak Arif dan di halaman kantor Shu-Chokan Keimubu. 

Kedua peristiwa bersejarah itu dipimpin langsung oleh Teuku Nyak Arif 

dan yang menaikkan bendera adalah Hasyim Naim (dari kepolisian, 

mantan Kepala Polisi Aceh pertama) dan Muhammad Amin Bugeh.15 

Kemudian berita kemerdekaan juga sampai ke tangan Aceh Utara 

Lhok Sukon, pada tanggal 29 Agustus 1945 Letnan Gyu-gun Hasbi 

Wahidi dapat berita proklamasi melalui utusan Gubernur Sumatera ke 

Aceh. Dan dinaikkan Bendera Merah Putih dilapangan bola Lhok Sukon. 

Acara itu dihadiri oleh seluruh lapisan masyarakat, tua dan muda 

dipimpin oleh Letnan Gyu-gun Hasbi Wahidi. Lhokseumawe pada bulan 

September bertempat dilapangan Lhokseumawe diadakan upacara 

penaikkan bendera diikuti oleh para pemuda dan orang tua dan acara 

pengibaran bendera merah putih ini dipimpin oleh Teuku Ibrahim 

Panglima Agung, seorang pemuda yang sangat terkenal di Cunda dan 

15 Sjamaun Gaharu Cuplikan Perjuangan di Daerah Modal (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 
1995), 71. 
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turut didalamnya Hasan Sab. Dan dikota Lhokseumawe banyak terdapat 

tentara Jepang serta turut hadir Guncho Lhokseumawe Teuku Abdul 

Latif. 

Kemerdekaan Indonesia dan pengibaran bendera Merah Putih juga 

dirasakan di Aceh Timur Langsa pada tanggal 1 Oktober 1945 

dilapangan depan station kereta api Langsa diadakan upacara penurunan 

Hinomaru, Bendera Jepang. Merah Putih sudah disiapkan terlebih dahulu 

dikantor penerangan. Setelah Hinomaru diturunkan, lalu Merah Putih 

yang dikawal penuh hormat itu pun dibawakan ke tiang pengibaran. Di 

Kual Simpang bermula pada tanggal 3 September Haji Burhan Jamil, 

salah seorang tokoh politik di Kuala Simpang pergi ke Medan. Beliau 

ingin memastikan kabar tentang ptoklamasi kemerdekaan Indonesia. 

Beliau akhirnya mendapatkan berita yang pasti dan segera kembali ke 

Kual Simpang, pada tanggal 5 September 1945 bertempatan dilapangan 

depan kantor Camat Kuala Simpang diadakan acara pengibaran Sang 

Saka Merah Putih yang dihadiri oleh seluruh rakyat. 

Aceh Tenggara pun setelah beberapa kemudian juga melaksanakan 

upacara kemerdekaan. Pada tanggal 4 Oktober dilaksanakan Upacara 

bendera Sangsaka Merah Putih dan pembacaan teks proklamasi. Dan 

setelah itu dilangsungkan rapat umum dengan pembicara A. R. Hajatdi 

Khabar Ginting. Tokoh yang aktif dalam kegiatan itu antara lain Abdul 

Karim, Ginot dan Gindo Bangko. Di Aceh tengah (Takengon) Teuku 

Mahmud mendapatkan berita Proklamasi dari Medan. Pada tanggal 5 
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Oktober, bertempat dilapangan Takengon, diadakanlah upacara penaikan 

bendera sekaligus pembacaan teks Proklamasi. Acara ini dipimpin oleh 

Raja Abdul Wahab. Di Aceh Selatan Tapak Tuan. Suwarno pegawai 

telepon menyampaikan berita proklamasi kepada Muhammad Nazir, 

mantan perwira Gyu-gun dan pada tanggal 14 September semua 

penduduk berkumpul dilapangan pasar Tapak Tuan untuk mengikuti 

upacara Proklamasi. Acara ini dipimpin oleh Muhammad Nazir dan 

Muhammad Ali Akbar. Di Aceh Barat Meulaboh adalah wilayah Aceh 

Barat pada bulan September 1945, setelah mendapatkan berita 

Proklamasi Kemerdekaan rakyat berkumpul dilapangan Meulaboh untuk 

menaikkan bendera Sangsaka Merah Putih acara ini dipimpin oleh 

pemuda-pemuda terutama mantan anggota pasukan Gyu-gun. 

 

2. Merebut Senjata Jepang 

Setelah kekuatan-kekuatan bersenjata baik yang tergabung dalam 

tentara Republik Indonesia ataupun yang terhimpun dalam barisan 

laskar-laskar rakyat terbentuk dan berhasil melengkapi susunan 

organisasinya, maka keperluan yang mendesak adalah mengupayakan 

perlengkapan utama bagi suatu kesatuan militer, yaitu persenjataan. 

Kesadaran menganai arti pentingnya persenjataan, yang bagi militer 

ibarat kesatuan antara jasad dengan roh, telah timbul sejak awal. Untuk 

mmenuhi keperluan tersebut, satu-satunya cara yang paling cepat dan 

efektif dalam merebut senjata dari tangan bala tentara Jepang. Adalah 
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kenyataan bahwa Dai Nippon telah bertekuk lutut pada sekutu. Namun 

kenyataan juga menunjukkan bahwa bala tentara penduduk Jepang masih 

ada di bumi Aceh. Mereka belum angkat kaki, bahkan mereka menerima 

tugas dari bekas musuhnya yaitu, untuk menjaga ketertiban di Aceh dan 

juga Sumatera. Mereka masih menyimpan senjata dalam gudang-gudang 

penyimpanan baik yang mereka rahasiakan maupun yang telah diketahui 

oleh pejuang-pejuang Aceh.16 

Jepang bertekuk lutut kepada Sekutu, mereka segera membubarkan 

kesatuan-kesatuan yang pernah dibentuk oleh Jepang dan dilatih seperti 

Gyugu, Heiho, dan Tokubetsu. Bersamaan dengan itu, seluruh 

persenjataan yang tadinya dipegang oleh Putera Indonesia, langsung 

ditarik, dikumpulkan dan disimpan dalam gudang. Putera-putera 

Indonesia disuruh pulang dengan tangan kosong tanpa senjata. Begitulah 

cara Jepang melakukan pengamanan terhadap persenjataan mereka, 

sesuai dengan instruksi Sekutu. 

Mengenai senjata-senjata yang ada ditangan Gunseibu (Pemerintah 

Sipil Jepang) dapat beralih tangan dengan tekanan-tekanan para pejuang 

atau lewat diplomasi para pemimpin. Residen Teuku Nyak Arif berhasil 

menggaet 600 buah senjata api Gunseibu, setelah bertemu langsung 

dengan Aceh Syu-Tyokan (Residen Jepang di Aceh) S.Linoo. Tentu saja 

dalam pembicaraan itu, S. Lino minta jaminan supaya Jepang jangan 

diganggu rakyat atau pejuang. Dengan senjata-senjata ini kemudian 

16 Iskandar Moetiara Atjeh  (Jakarta: Balai Pustaka, 1946), 130. 
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sebagai modal dasar untuk menggedor gudang-gudang senjata Jepang 

yang masih terkunci rapat.17 

Pada tanggal 10 Oktober 1945 Pemerintah Jepang Mayor Omuro Syo 

Sa segera mengirim pasukan Batalyon tempur ke Aceh. Tugas yang 

diberikan kepada Batalyon Jepang untuk merebut kambali dan menguasai 

Aceh serta merampas kembali senjata-senjata Jepang yang jatuh 

ketangan API dan TKR. 

Pada tanggal 24 Desember 1945 terjadi pertempuran sengit di Kuala 

Simpang. Satu Batalyon Jepang datang dari Medan menuju Aceh. 

Mereka mengemban misi dari Sekutu untuk merampas kembali senjata-

senjata TKR dan Pejuang Indonesia didaerah Aceh. Rencana demi 

rencana dilakukan oleh beberapa kelompok pejuang Aceh untuk 

menyerbu gudang-gudang persenjataan Jepang di beberapa tempat. maka 

terjadilah peristiwa-peristiwa  heroik yang tidak lepas dari jatuhnya 

korban jiwa dalam menghadapi Jepang. Beberapa peristiwa perebutan 

senjata itu antara lain Meulaboh, Lhoknga, Krueng Panjo, Langsa.18 

 

3. Pembentukan Pemerintah Republik Indonesia di Daerah Aceh 

Meskipun berita Proklamasi Kemerdekaan telah tersebar luas di 

daerah Aceh sejak akhir Agustus-September 1945, namun Pemerintah RI 

yang definit baru terbentuk dan digerakkan di sana sejak tanggal 13 

Oktober 1945, yaitu setelah keluarnya pengumuman resmi Gubernur 

17 Sjarif Thajeb Amran Zamzami Pecut Meurah Intan Srikandi Nasional Dari Tanah Rencong 
(Jakarta: Yayasan TP Aceh, 1987), 185 
18 Amran Zamzami, Jihad Akbar di Medan Area, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 64. 
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Sumatera yang menyatakan bahwa: “Pemerintah Negara Repoeblik 

Indonesia moelai dengan resmi dijalankan dengan Poelaoe Soematera, 

dengan pengangkatan Residen seloeroeh dan staf Goebernoer dengan 

pergoenakan kekoeasaan yang diberikan Presiden Negara Repoeblik 

Indonesia”.19 

Sehubungan dengan diatas, pada bulan Septemebr 1945 Teuku Nyak 

Arif dalam kedudukannya selaku Atjeh-Syu Sangikai-tyo, telah membuat 

surat Perintah kepada Teuku Panglima Polem Moh. Ali (Panglima Sagi 

XXII Mukim Aceh Besar) untuk memenuhi Atjeh Syu Sei Tyo Somubu-

tyo (Kepala Urusan Pemerintahan umum pada kantor keresidenan Aceh). 

Dalam surat itu Teuku Nyak Arif meminta agar Somubu Tyo menghadap 

Atjeh Syu Tjokan (Residen Aceh) S. Lino untuk membicarakan 

penyerahan pemerintahan dari Jepang kepada Teuku Panglima Polem. 

Ditegaskan juga melalui Panglima Polem, bahwa sejak waktu itu Teuku 

Nyak Arif tidak bersedia mengadakan hubungan dengan Jepang.20 

Pada bulan September 1945 semua pegawai bangsa Indonesia bangsa, 

yang selama ini bekerja pada kantor pemerintahan Jepang di Ibu Kota 

Kutaraja, disahkan oleh Teungku Ismail Ja’cob menjadi pegawau 

Pemerintah Republik Indonesia. Langkah selanjutnya yang perlu 

mendapat perhatian adalah mengenai kepala Pemerintahan di daerah-

daerah seluruh Aceh. Pemerintah pusat Negara Republik Indonesia, 

Gubernur Sumatera juga menetapkan sejumlah peraturan yang 

19 Mardanas Pahlawan Nasional, 187. 
20 ibid., 227. 
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seharusnya menjadi wewenang pemerintah pusat, seperti: Peraturan 

Pembentukan Dewan Perwakilan Sumatera (tanggal 12 April 1946, no. 

8/M.G.S), Peraturan Gaji Pegawai Negeri di Sumatera (PGS 1946, 

tanggal 22 Juli 1946, no. 128 a), Peraturan tentang pengeluaran uang atau 

tanda pembayaran resmi di Sumatera (tanggal 8 April 1947, 

no.92/K.O).21 

Sejak 13 Oktober 1945, berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatera 

dari Negara republik Indonesia no. 1/X, Teuku Nyak Arif selaku Komite 

Nasional Indonesia Daerah Aceh telah banyak berperan dalam 

menggerakkan roda Pemerintah Republik Indonesia disana, diangkat 

menjadi Residen Aceh. Dalam menjalankan Pemerintah sehari-hari 

Residen Teuku Nyak Arif dibantu oleh wakil Residen T. Mohd. Ali 

Panglima Polem dan Badan Eksekutif Komite Nasional Indonesia  (KNI) 

Daerah Istimewa Aceh, Teuanku Mahmud (Wakil Ketua). 

Dengan lahirnya API di Daerah Aceh maka dasar yang kuat untuk 

tumbuhnya tentara resmi Negara Republik Indonesia. Pada bulan 

September 1945, mantan anggota KNIL (Tentara Hindia Belanda) juga 

membentuk polisi di Kutaraja. Pada tanggal 4 Oktober 1945 organisasi 

IPI (Ikatan Pemuda Indonesia) juga ikut serta dalam mempertahankan 

daerah Aceh dari serangan Penjajah, kemudian pada tanggal 6 Oktober 

organisasi IPI digantikan menjadi BPI (Barisan Pemuda Indonesia).  

21 T. Ibrahim Alfian, Zakariya Ahmad,dkk Revolusi Kemerdekaan Indonesia Di Aceh Tahun 
(1945-1949) (Daerah Istimewa Aceh: Deartemen Pendidikan dan Kebudayaan  Proyek 
Pengembangan  Pemuseuman  Daerah Aceh, 1982), 42 
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Pada tanggal 9 Oktober 1945 Teuku Nyak Arif, selaku Residen Aceh 

dari Negara Republik Indonesia memerintahkan agar API sebagai dasar 

dari Tentara Republik Indonesia dan harus disempurnakan, sehingga 

membentuk kepada organisasi ketentaraan yang lengkap. Pada tanggal 12 

Oktober 1945 Residen Teuku Nyak Arif yang berpangkat Jenderal Mayor 

Tituler melantik organisasi API yang telah mendapatkan hak penting bagi 

sistem pemerintahan di Aceh. Pada tanggal 1 Desember 1945 organisasi 

API berubah menjadi TKR (Tentara Keamanan Rakyat). Sejalan dengan 

keputusan Pemerintah Pusat pada tanggal 6 Januari 1946 TKR berubah 

nama menjadi TRI (Tentara Republik Indonesia).22 

22 Ibid.,55. 
                                                           


